Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penetapan Perda APBD Tahun 2014 di Kabupaten Barru by SRI RAMADANI, RESKY
1 
 
HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENETAPAN PERDA 
APBD TAHUN 2014 DI KABUPATEN BARRU 
 
Skripsi 
Untuk memenuhi sebagian Persyaratan 












Resky Sri Ramadani 
E121 10 105 
 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  







Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penetapan Perda APBD Tahun 
2014 di Kabupaten Barru 
 
yang diajukan oleh 
Resky Sri Ramadani 
E121 10 105 
 
     Menyetujui : 
 










Dr. Nurlinah, M.si 




      Mengetahui : 
 
 Ketua Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan/ 
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan 








Dr. H. A. Gau Kadir, MA 












Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penetapan Perda APBD Tahun 




yang dipersiapkan dan disusun Oleh 
 
RESKY SRI RAMADANI 




telah diperbaiki  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi  
pada Program Sudi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 
 
  




Panitia Ujian  
Ketua  : Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si  (................................) 
Sekretaris : A. Lukman Irwan, S.Ip, M.Si. (................................) 
Anggota  : Dr. H. A. Gau Kadir, MA  (................................) 
Anggota  : Dr. Nurlinah . M, M.Si   (................................) 
Anggota  : A. Murfi S.Sos, M.Si   (................................) 
Pembimbing I  : Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si  (................................) 





KATA  PENGANTAR 
 
 
“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena 
berkat taufiq dan kehadirat-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul”Hubungan Eksekuti dan Legislatif Dalam 
Penetapan Perda APBD Tahun 2014 di Kabupaten Barru”. Dalam format 
sederhana, penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan 
salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Politik 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
 Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. 
Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi 
gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga 
teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan fana ini.   
Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, 
begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan 
skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Namun pada akhirnya 
semua dapat terlewati berkat upaya keras, tentunya dukungan dari berbagai 
pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa lembaran ini adalah awal dari 
pencarian dan proses pemikiran penulis yang sebenarnya karena isi hati dan 
pikiran kita hal yang terindah di dunia ini. 
5 
 
Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terima 
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS, selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1). 
2. Bapak Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya. 
3. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, MA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik 
Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya. 
4. Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. 
Nurlinah,M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan 
arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr.H.A. Gau 
Kadir, MA. Bapak A. Murfi, S.Sos, M.Si dan Bapak Lukman Irwan, S.Ip, 
M.Si atas masukan dan kritiknya sebagai anggota Tim Penguji. 
6. Para Dosen FISIP Unhas khususnya Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu 
Pemerintahan yang telah membimbing, mendidik, memberikan 
pengetahuan dan nasehat-nasehat.  
7. Orang tuaku, Nur Aman Syam dan Hasni Syam. Kalianlah yang 
menjadi alasan utamaku untuk sukses. 
8. Saudara-saudaraku, Erwin Eka Saputra, S.Hut , Ayu Ashari Nur, S.Sos, 




9. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barru beserta jajarannya 
yang telah memberikan kesempatan dan menfasilitasi penulis untuk 
mendapatkan data, informasi, dan melakukan wawancara.   
10. Volksgeist 2010, Uga , Acil, Akbar, Accang, Amal, Wahyu Arfansyah, 
Ayyub, Bolang, Bondan, Cau, Dian, Dina, Eka, Evi, Firman, Ika, Ikram, 
Ilmi, Isar, Kasbi, Nely, Lulu, Mail, Meegie, Meta, Nana, Nazar, Nio, 
Novi, Reza, Rian, Ricardo, Rimba, Riska, Sari, Tanty, Tasbih, Tuti, 
Wahyu T, Yaya, Yeni, Adam, kak ibe, dan Yusuf. Terima kasih atas 
rangkaian peristiwa yang sudah kita lewati bersama. 
11. Saudara – saudari berbagi cerita suka dan duka Meegie, Ikka, Nely, 
Nio, Eka, Evi, Ilmi, Lulu dan Ayyub. Terima kasih atas semua kebaikan 
dan perhatian  kalian. 
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM), 
terima kasih atas ilmu, pengalaman, kebersamaan dan kekeluargaan 
kalian. Jayalah Himapemku jayalah Himapem kita. 
13. Keluarga tercinta Syam’s Generation, Terima kasih untuk semangat 
dan kasih sayang kalian.  
14. Seseorang yang selalu menemani suka dan duka, mendengar keluh 
kesah, Azmul Fauzi. Terima kasih untuk semangat dan dukungannya. 
Tak usah kutulis panjang lebar. aku mencintaimu, karena kau tahu 
penulis akan selalu begitu.  
15. Seluruh keluarga, rekan, sahabat dan yang memberikan bantuan yang 
tak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih. 
7 
 
Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, 
Semoga Allah SWT yang maha pemurah melimpahkan pahala yang 
berlipat ganda bagi semua pihak yang telah memberi dukungan 
maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi. 
Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik 
penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu penulis menerima segala 
bentuk usulan, saran, maupun kritikan yang sifatnya membangun demi 
penyempurnaan berikutnya. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa 
yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan.semoga semuanya dapat bernilai ibadah disisinya. 
Amin.  
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 









RESKY SRI RAMADANI, Nomor pokok E121 10 105, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul : 
“HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENETAPAN PERDA 
APBD TAHUN 2014 DI KABUPATEN BARRU” di bawah bimbingan Dr. H. A. 
Samsu Alam, M.Si dan Dr. Nurlinah, M.Si 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan 
eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda APBD tahun 2014 di 
Kabupaten Barru.  
 
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif 
kualitatif. Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran faktual mengenai 
keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda APBD tahun 2014 
di Kabupaten Barru, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan 
wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana 
peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan informan 
sehubung dengan masalah yang diteliti dan mengumpulkan arsip-arsip yang 
berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dari lembaga 
pemerintahan setempat serta studi kepustakaan dengan membaca buku, 
dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada 
hubungannya dengan masalah penelitian, serta ditunjang dengan data 
sekunder. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan eksekutif dan legislatif 
dalam penetapan perda APBD Tahun 2014 di Kabupaten Barru adalah 
Konsultasi dengan alasan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh Eksekutif 
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“HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENETAPAN PERDA 
APBD TAHUN 2014 DI KABUPATEN BARRU” supervised by Dr.H. A. Samsu 
Alam , M.Si and Dr.Nurlinah, M.Si 
 
 The aim of this research is to know the relation of the excecutive and 
the legislative in determination the regional regulation of APBD (Regional 
Revenue and Expenditure) on 2014 in the region Barru. 
 
 In this research, the writer uses descriptive qualitative research. The 
type of this research will giving a factual overview about the relation of the 
executive and the legislative in determination the regional of APBD (Regional 
Revenue and Expenditure) on 2014  in the region Barru. The methods of 
collecting data uses directly observation and interview to the object of this 
research. The writer does directly interview toward the information and collects 
the archives who relevant about the problems in this research sourced from 
local government agencies, literature study from reading the books, 
documents, regulations, another media informations, and also supported by 
secondary data. 
 
 The result of this research that the relation of the executive and the 
legislative in determination the regional regulation of APBD (Regional Revenue 
and Expenditure) on 2014 in the Region Barru is a Concultation, The reason is 
decision who produced by the excutive and the legislative in determination the 
regional regulation of Regional Revenue and Expenditure has been 
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1.1 . Latar Belakang 
Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas 
daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten 
dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 
daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan 
undang undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.  
Asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 
umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara 
demokratis. 
 Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan 
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keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-
undang. 
Undang-undang RI No.32 Tahun 2004, DPRD sebagai Badan 
Legislatif dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif, terdapat 
pemisahan antara Pemerintah Daerah dengan Legislatif sehingga 
memiliki tugas yang jelas, eksekutif yang melaksanakan peraturan 
daerah dan legislatif yang mengawasi pelaksanaan peraturan Daerah 
sehingga keberadaan lembaga legislatif merupakan perwujudan 
kedaulatan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan 
pembangunan.  
Kemampuan keuangan daerah yang termuat dalam APBD 
merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan karena APBD diarahkan dalam upaya 
pemulihan ekonomi didaerah yang dapat menunjang pembangunan 
nasional sehingga diperlukan suatu perencanaan yang matang dan 
rasional terhadap alokasi/program kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh Pemerintatahan Daerah yang harus ditunjang oleh anggaran yang 
cukup sesuai perencanaan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan 
anggaran dapat terlaksana dengan baik.  
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan 
rencana kerja Pemerintah Daerah yang diperhitungkan dalam uang 
dengan memperkirakan penerima dan pengeluaran uang dalam periode 
tertentu yaitu satu tahun anggaran. Untuk mencapai belanja daerah 
yang mampu membiayai pemerintah dan pembangunan dearah 
memerlukan suatu pengawasan dalam pelaksanaan anggaran.  
Penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mampu membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan perencanaan yang 
matang dalam   penyusunannya. Rancangan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun oleh pemerintah daerah  
dibahas dan ditetapkan oleh DPRD menjadi peraturan daerah, dan 
peraturan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berada di 
bawah pengawasan DPRD.  
Undang-Undang RI No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah 
Daerah. Hubungan kerja eksekutif dan Legislatif yaitu: DPRD dan 
Kepala Daerah bersama-sama membahas dan menetapkan peraturan 
daerah (Perda), DPRD dan Kepala Daerah bersama-sama membahas 
dan menyetujui rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD, 
DPRD memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Kepala Daerah 
terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah, DPRD 
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memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasioanal 
yang dilakukan pemerintah daerah.  
Sehubung dengan penjelasan di atas maka penulis tertarik 
melakukan penelitian di Kabupaten Barru untuk mengetahui proses 
penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengambil judul 
penelitian “Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Penetapan Perda 
APBD Tahun 2014 di Kabupaten Barru”. 
1.2 . Rumusan Masalah  
Adapun rumusan Masalah yang akan diteliti dalam Hubungan 
eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda APBD Tahun 2014 di 
Kabupaten Barru  adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana Keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam 
penetapan perda APBD Tahun 2014 di Kabupaten Barru ? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Keterkaitan 
eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda APBD Tahun 
2014 di Kabupaten Barru ? 
1.3 . Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan : 
1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana Keterkaitan eksekutif 




2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Keterkaitan 
eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda APBD Tahun 
2014 di Kabupaten Barru. 
1.4 . Manfaat Penelitian  
Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi 
manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat akademis, Hasil kajian nantinya diharapkan dapat 
menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam 
pengembangan ilmu pemerintahan. 
2. Manfaat praktis, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 
masukan yang menangani langsung masalah tentang 
Keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda 
APBD Tahun 2014 di Kabupaten Barru 
3. Manfaat metodologi, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 













Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal 
dari kata perintah. Kata-kata itu berarti : 
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan 
sesuatu. 
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, 
daerah, atau, negara. 
c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. 
Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan 
memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan 
penyelenggaraan negara. Dalam arti sempit, Pemerintahan adalah 
perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta 
jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaran negara. 
Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri 
atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling 
bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi 
pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu 
diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan Eksekutif yang berarti 
kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan 
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pemerintahan. Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk 
undang-undang dan kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan 
mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang . Komponen-
komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, 
legislatif dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara 
menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar 
lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai 
tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.1 
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada 
cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara 
Idonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bagsa, serta 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada 
dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan 
saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara 
indonesia.  
2.2. Hubungan kerja eksekutif dan legislatif 
Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2004, 
 ”Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip NKRI sebagaimana 
                                                           
1 Talizinduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan), 2001. Hal. 7 
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dimaksud dalam UUD 1945. Dalam hal ini, penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dilaksanakan oleh eksekutif (Bupati) dan 
legislatif (DPRD), yang masing-masing mempunyai tugas dan 
wewenang dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik 
kepada masyarakat.” 2 
Hubungan antara bupati dan DPRD merupakan hubungan kerja 
yang kedudukannya setara. Kedudukan yang setara bermakna bahwa 
di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang 
sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin 
dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.  
Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan 
DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan 
daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi 
masing-masing sehingga di antara kedua lembaga itu membangun 
suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan 
merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan 
fungsi masing-masing. Segala aktivitas yang dilaksanakan oleh 
eksekutif berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi 
pembiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD. Dalam 
pelaksanaannya, DPRD melakukan pengawasan, agar tidak terjadi 
penyimpangan. 
Praktek yang terjadi dalam hubungan pemerintah  dengan DPRD 
cenderung berhadapan secara diametral. Hubungan ini merupakan 
                                                           
2 Sumber Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
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konsekuensi kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD yang 
terpisah sebagai warisan dari semangat undang-undang Nomor  22 
Tahun 1999, meskipun Undang-undang tersebut telah diganti dengan 
Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Konstruksi kelembagaan 
daerah belum mencerminkan adanya mekanisme check and balances 
antara pemerintahan daerah dan DPRD.3 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di satu sisi, 
menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: 
memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan 
perda; menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan 
bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang 
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Di lain 
sisi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa 
DPRD mempunyai tugas dan wewenang: membentuk perda yang 
dibahas bersama dengan kepala daerah untuk mendapatkan 
persetujuan bersama; membahas dan menyetujui rancangan perda 
tentang APBD bersama kepala daerah. Sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, 
dan pengawasan. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai kewajiban: 
                                                           
3MuhammadSaad, Analisis Pembuatan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah(APBD). Makassar: Program  Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 
2010, hal. 105 
26 
 
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 
menyerap, menampung, meghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat.  
Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perda 
dibuat oleh DPRD bersama-sama pemerintah daerah, artinya prakarsa 
dapat berasal dari DPRD maupun pemerintah daerah. Khusus perda 
tentang APBD rancangannya disiapkan oleh pemerintah daerah yang 
telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. 
Perda dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur 
diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Perda 
tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, 
perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan 
evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara 
lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan 
menyesuaikan dengan peraturan perundang-undanga yang lebih tinggi 
dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah 
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.4 
2.3. Trias Politica (Pemisahan Kekuasaan) 
Ada 2 arti yang membedakan antara pemisahan kekuasaan 
dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal.  Yang 
dimaksud dengan pemisahan Kekuasaan dalam arti materiil ialah 
                                                           
4 Ibid, hal. 108 
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pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu 
dipertahankan dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas 
memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian: 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksud dengan 
pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah jika pembagian 
kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.(Prof. Jennings, 2002)5 
Pada intinya, ajaran Trias Politica adalah: 
1. Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan untuk membuat undang-
undang harus terletak dalam suatu badan yang memiliki 
wewenang khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-
undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka 
memungkinkan tiap golongan atau tiap orang mengadakan 
undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Dalam Negara 
demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan 
kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat harus 
dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan 
tertinggi untuk menyusun undang-undang, badan inilah yang 
disebut legislatif. Legislatif penting sekali dalam penyusunan 
susunan kenegaraan, karena undang-undang ibarat tiang 
                                                           
5 Jennings dalam Zain Elhasany. TRIAS POLITICA ( Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif 




yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat 
yang menjadi pedoman  hidup bagi masyarakat dan Negara. 
2. Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan menjalankan undang-
undang ini dipegang oleh kepala Negara. Kepala Negara 
tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala 
undnag-undang ini. Oleh karena itu, Kekuasaan kepala 
Negara dilimpahkannya (didelegasikan) kepada pejabat-
pejabat pemerintah/Negara bersama-sama dalam suatu 
badan pelaksana undang-undang (badan eksekutif). Badan 
inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.. 
3. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan 
yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan 
berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan 
yudikatif inilah yang berkuasa memutuskan perkara, 
menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-
undang yang telah diadakan dan dijalankan.  
2.4.  Eksekutif 
Eksekutif berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksana. 
Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi 
pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh 
pihak legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan 
eksekutif. Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang 
29 
 
melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan Negara, untuk 
mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan sebelumnya.  
Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri dimana masing-
masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas 
wewenang, dan tanggung jawabnya.  
Menurut tafsiran tradisional azas Trias politica yang dicetuskan 
oleh Montesquieu, tugas badan eksekutif hanya melaksanakan 
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta 
menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.  
2.5. Legislatif  
Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan untuk membuat undang-
undang yang terletak dalam suatu badan yang memiliki wewenang 
khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan 
pada suatu badan tertentu, maka memungkinkan tiap golongan atau 
tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. 
Dalam Negara demokrasi yang peraturan perundangan harus 
berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat harus 
dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk 
menyusun undang-undang, badan inilah yang disebut legislatif. 
Legislatif penting sekali dalam penyusunan susunan kenegaraan, 
karena undang-undang ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan 
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Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat 
dan Negara. 
2.6. Perda (Peraturan Daerah) 
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah 
(Gubernur, bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah 
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah 
dan Tugas Pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta 
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi.  Peraturan Daerah. Terdiri atas:  
1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi 
tersebut. Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD 
provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di 
kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota 
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.   
 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari 
DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota). Raperda 
yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. 
Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh 
pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Pembahasan Raperda di DPRD 
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dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/walikota. 
Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, 
dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus 
menangani  legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah 
disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/walikota 
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau 
Bupati/walikota untuk disahkan menjadi perda, dalam jangka waktu 
paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda 
tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota dengan 
menandatangani dalam jangka waktu 30hari sejak Raperda tersebut 
disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam 
waktu 30hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditanda 
tangani oleh atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut Sah menjadi 
Perda dan Wajib diundangkan. 
2.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
   Sesuai yang dijelaskan dalam permendagri No. 37 tahun 2012 
pasal 1 ayat 1 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya dalam 
pasal 2 ayat 1 Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dinyatakan bahwa  
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“struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan”. 
 
 Menurut D. J. Mamesah, berdasarkan istilah-istilah tersebut 
diuraikan menjadi: 
1. Anggaran atau estimate mempunyai makna penentuan, patokan 
atau penetapan banyaknya uang. 
2. Pendapatan atau income atau penerimaan, dimaksudkan bahwa 
untuk membiyai pengeluaran, diperlukan sumber-sumber 
penerimaan dalam hal ini untuk daerah dikenal dengan 
pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak, retribusi dan lain-
lain, bagi hasil pajak/bukan pajak serta sumbangan (berupa 
ganjaran dan subsidi) dan bantuan-bantuan pembangunan. 
3. Belanja dan government expenditure atau pengeluaran-
pengeluaran pemerintah. Dimaksudkan bahwa pemerintah dalam 
hal ini pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya jelas memerlukan dan melakukan pengeluaran, 
sedangkan tindakan-tindakan yang berakibat untuk melakukan 
pengeluaran tersebut diperlukan sumevr daya ekonomi antara 
lain berupa atau dinyatakan dengan penggunaan uang. Uang 




4. Daerah yang dimaksud adalah daerah otonom yaitu badan 
hukum publik dalam bentuk organisasi yang menjadi alat 
kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah. 
2.7.1. Pendapatan Daerah 
 Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah 
menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 
1. Pendapatan Asli Daerah(PAD) : 
a. Hasil pajak daerah 
b. Hasil retribusi daerah 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu 
bagian laba BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak 
ketiga 
d. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah diluar 
pajak dan retribusi daerah seperti jasa daan giro dan hasil 
penjualan asset daerah.  
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam pelaksanaan desentralisasi. 
a. Dana bagi Hasil 
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Bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Pajak yang 
dimaksud dalam hal ini terdiri dari: 
i. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna 
(BPHTB) 
iii. Pajak Penghasilan (PPh) 
b. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari 
pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam 
APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan 
kriteria tertentu yang menekankan pada aspek 
pemerataan dan keadilan yang selaras dengan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana formula 
dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-
undang. 
c. Dana Alokasi Khusu (DAK) 
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang antara lain berasal 
dari dana hibah atau dana darurat dari pemerintah.  
2.7.2. Belanja Daerah 
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan 
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anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input 
yang direncanakan. 
Pasal 167 Undang-undang No.32 Tahun 2004 mengatur bahwa 
belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 
kualitas  kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 
daerah. Hal ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan 
dasara, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas 
sosial dan fasilitas umu yang layak, serta mengembangkan sistem 
jaminan sosial. 
Belanja daerah terdiri dari empat bagian, yaitu:  
 1. Belanja aparatur, disediakan untuk menganggarkan pendanaan 
yang hasil, manfaat. Dan dampaknya tidak secara langsung 
dinikmati oleh masyarakat.  
 2. Belanja publik, disediakan untuk menganggarkan pendanaan 
yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati 
oleh masyarakat. 
 3. Belanja bagi jhasil dan bantuan keuangan, yaitu belanja yang 
dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriterian tidak menerima 
secara langsung barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi 
dalam transaksi jual beli, tidak mengharapkan diterima kembali 
pada saat yang akan datang sebagaimana lazimnya status 
36 
 
piutang, tidak mengharapkan adanya ahsil sebagaimana lazimnya 
suatu penertaan modal atau investasi. 
 4. Belanja tidak tersangka, yaitu belanja untuk kegiatan sifatnya tidak 
biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan 
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 
2.7.3. Pembiayaan 
  Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang No. 32 tahun 2004 
dijelaskan bahwa: 
  “Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, bail pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya”.  
 
Kemudian dalam ketentuan umum (pasal 1) Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 29 tahun 2002 dijelaskan bahwa 
 “ Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang 
dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah”.    
 
2.8. Kerangka Konseptual 
Sebagaimana dalam Undang-Undang No.12 tahun 2008 yang 
menjelaskan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif terdiri dari 
beberapa hubungan kerja. Salah satunya yaitu, DPRD dengan Kepala 
Daerah bersama- bersama  membahas dan menyetujui rancangan 
Perda tentang  APBD. Hal ini disebabkan karena sifat dan pertanggung 
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jawaban wewenang perangkat daerah berada dalam lingkup wewenang 
kepala daerah.  
 Terkait hubungan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan 
adalah sebagai penyelenggara daerah yang bermitra kerja dalam 
membuat kebijakan daerah untuk meleksanakan otonomi daerah sesuai 
fungsi masing-masing. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah 
yang disetujui oleh DPRD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. 
Tetapi, dalam membahas dan menyetujui rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi suatu Peraturan 
Daerah ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor-
faktor penghambat dan pendukung meliput, lingkungan kebijakan, 
pembuat kebijakan, dan kebijakan. Dari penjelasan diatas skema 
penulisan dapat digambarkan dalam gambar kerangka konseptual 
































UU RI NO. 12 TAHUN 
2008 
LEGISLATIF 
1.  membentuk Perda yang 
dibahas dengan kepala 
daerah untuk mendapatkan 
persetujuan bersama;  
2. membahas dan menyetujui 
rancangan Perda tentang 
APBD bersama dengan 
kepala daerah;  
3. melaksanakan 
pengawasan terhadap 
pelaksanaan Perda dan 
peraturan perundang-
undangan lainnya, 
peraturan kepala daerah, 
APBD, kebijakan 
pemerintah daerah dalam 
melaksanakan program 
pembangunan daerah, dan 











2. mengajukan rancangan 
Peraturan Daerah; 
3. menetapkan Peraturan 
daerah yang telah 
mendapat persetujuan 
bersama DPRD; 
4. menyusun dan 
mengajukan rancangan 
Peraturan daerah tentang 
APBD kepada DPRD 
untuk dibahas dan 
ditetapkan bersama; 
 
Hubungan Eksekutif dan 
Legislatif: 
-DPRD dengan Kepala 
Daerah bersama- 
bersama  membahas dan 
menyetujui rancangan 
Perda tentang  APBD. 
 






Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian 
yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian yang telah berjalan. 
Dalam beberapa point pembahasan bab ini, membahas mengenai: 
metode penelitian, lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, sumber 
data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, analisis data dan 
definisi operasional.  
3.1. Metode Penelitian 
Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan metode dan 
teknik penelitian sebagai berikut: 
3.1.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Barru di kantor 
Bupati Barru, kantor DPRD Kabupaten Barru dan SKPD Kabupaten 
Barru. 
3.1.2. Tipe dan dasar penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu 
suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta 
memahami dan menjelaskan bagaimana keterkaitan eksekutif dan 
legislatif dalam penetapan perda APBD Tahun 2014 di Kabupaten Barru 




3.1.3. Sumber Data 
a. Data Primer, data yang diperoleh dari: 
1. Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui 
menjelaskan bagaimana Keterkaitan Eksekutif dan Legislatif 
dalam Penetapan Perda APBD Tahun 2014 di Kabupaten 
Barru. 
2. Hasil wawancara, dilakukan pada informan yaitu: 
Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah memperoleh, 
meganalisa, menjelaskan bagimana Keterkaitan Eksekutif 
dan Legislatif dalam Penetapan Perda APBD Tahun 2014 di 
Kabupaten Barru. 
b.Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi 
yang diperoleh dari lembaga-lembaga pemerintah di kabupaten 
Barru. 
3.2. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi, yaitu pengumpiulan data dengan cara mengadakan  
pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
b.  Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti 
secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber. 
c.   Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca 
buku, majalah, surta kabar, dokumen-dokumen, undang-undang 
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dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah 
yang diteliti. 
3.3. Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. 
Informan dalam penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui 
atau terlibat langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan 
maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan 
yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian 
yang akan dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
1. Ketua DPRD/Sekertaris DPRD  
2. Ketua-ketua Komisi 
3. Kepala-kepala Dinas 
3.4. Analisis Data   
Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu 
dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam 
bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. 
Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam 
bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran 
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yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, 
untuk memperjelas gambaran hasil penelitian. 
3.5. Definisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Eksekutif yakni kepala daerah untuk daerah Kabupaten Barru 
yang memiliki tugas dan wewenang yaitu:  
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah 
berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD; 
b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah; 
c. Menetapkan Peraturan Dearah yang telah mendapat 
persetujuan bersama DPRD;  
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah 
tentang APBD kepada DPRD 
2. Legislatif (DPRD) Yakni Lembaga perwakilan rakyat daerah 
kabupaten Barru yang memiliki tugas dan fungsi: 
a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk 
mendapatkan persetujuan bersama;  
b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD 
bersama dengan kepala daerah;  
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c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala 
daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja 
sama internasional di daerah; 
3. Perda (Peraturan Daerah) Yakni Peraturan Perundang-undangan 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah di Kabupaten Barru.  
4. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Yakni 
Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Kabupaten 
Barru yang disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan 
peraturan Daerah (Perda) meliputi masa satu tahun mulai dari 
tanggal ditetapkannya sampai akhir desember. 
5. Faktor pendukung dan penghambat Hubungan eksekutif dan 
Legislatif dalam Penetapan Perda APBD Tahun 2014 di 
Kabupaten Barru.  
a. Lingkungan kebijakan, Variabel yang dipandang dominan 
mempengaruhi dan mengakibatkan kebijakan pemerintah 
atau kebijakan publik berada dalam kegiatan dan tindakan 
yang berubah-ubah sesuai dengan pengaruh yang 
berlangsung.    
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b. Pembuat kebijakan, pembuat kebijakan biasa juga disebut 
dengan pelaku kebijakan, pelaku kebijakan adalah mereka 
para pemegang otoritas atau lembaga yang karena 
otoritas yang dimilikinya dapat menjadi pelaku kebijakan 
yaitu tidak saja mereka yang dikategorikan sebagai 
pembuat kebijakan akan tetapi mereka yang 
mengamankan kebijakan serta sekaligus mereka para 
kelompok sasaran dalam berbagai karakteristiknya. 
Namun di antara pelaku kebijakan, ada pelaku yang 
berperan sebagai pembuat kebijakan yaiut mereka yang 
harus dibedakan antara pembuat kebijakan dengan 
perumus kebijakan. Pembuat kebijakan adalah orang atau 
lembaga yang membuat kebijakan karena otoritas yang 
dimiliki sedangkan perumus kebijakan lebih diarahkan 
pada sistem yang berkaitan dengan tindakan perumusan 
oleh karena itu otoritas yang digunakan yaitu otoritas 
kelembagaan.  
c. Kebijakan, Penampilan suatu kebijakan sebagaimana 
kebijakan pemerintah dapat dilihat dan dipahami dari 
realitas keberadaan komitmen kebijakan, faktor-faktor 
yang mempengaruhi perumusan isi komitmen dan 
implementasi, keberadaan pelaku kebijakan, polarisasi 
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kehendak untuk merumuskan kebijakan serta gaya 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam Bab IV penulis menfokuskan tentang gambaran umum 
lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian 
tentang Hubungan eksekutif dan legislative dalam penetapan perda 
APBD tahun 2014 di Kabupaten Barru. 
4.1. Gambaran umum Kabupaten Barru 
4.1.1. Keadaan Geografis 
Kabupaten Barru merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota 
yang ada di Sulawesi Selatan berada pada pesisir pantai barat Selat 
Makassar dengan panjang garis pantai 78 Km. Secara geografis terletak 
diantara Koordinat 4º0.5’35” - 4º47’35” Lintang Selatan dan 199º35’00” - 
119º49’16” Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km² (117.472 Ha) 
dan berada ± 102 Km disebelah Utara Kota Makassar Ibukota Propinsi 
Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 
(tujuh)  kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete 
Rilau, Kecamatan Barru (ibukota kabupaten), Kecamatan Soppeng 
Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan 
Balusu, yang terdiri dari 14 kelurahan dan 40 desa dengan batas-batas 
wilayah sebagai berikut: 




   -  Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten 
Bone 
   -  Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan 
  -  Sebelah Barat dengan Selat Makassar.    
Gambar 4.1.  













Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan 
merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar 
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dan Kota Pare-Pare. Secara administratif kecamatan yang ada di 
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.1.  Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Barru 
No KECAMATAN DESA/KELURAHAN 
     LUAS 
Km2 % 
1 TANETE  RIAJA 7 174,29 14,84 
2 TANETE  RILAU 10 79,17 6,74 






5  MALLUSETASI 8 216,58 18,44 
6  PUJANANTING 6 314,26 26,75 
7 BALUSU 6 112,20 9,55 
TOTAL 54 1174,72 100% 
 
4.1.2. Keadaan Topografi 
 Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0 – 1.700 meter 
diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebagian besar 
daerah kemiringan, berbukit hingga bergunung-gunung dan sebagian 
lainnya merupakan daerah datar hingga landai. 
4.1.3. Keadaan Iklim 
Tipe Iklim dengan Metode Zone Agroklimatologi yang 
berdasarkan pada bulan basah (curah hujan lebih dari 200 mm/bulan) 
dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100 mm/bulan) di Kabupaten 
Barru terdapat seluas 71,79 persen Wilayah  ( 84.340 Ha ) dengan Tipe 
Iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5 – 6 bulan 
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(Oktober sampai dengan Maret) dan bulan kering berturut-turut kurang 
dari 2 bulan (April sampai dengan September). 
4.1.4. Kependudukan 
 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2012 
pada setiap kecamatan didominasi oleh perempuan. Sedangkan 
kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan di Tanete Rilau kemudian 
Soppeng Riaja dan paling jarang penduduknya adalah Kecamatan 
Pujananting, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: 
 
































































































































































































































































































































































































































































4.1.5. Wilayah Rawan Bencana 
Letak geografis  dan kondisi geologis yang berpariasi dapat 
menyebabkan Kabupaten Barru menjadi sala satu daerah di Sulawesi 
Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, 
banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Jenis jenis 
tanah yang terdapat di Kabupaten Barru terdiri dari tanah regosol, 
mediteran, litosol, aluvial, sebagian tanah tersebut berpotensi 
mengalami gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan dalam empat 
jenis pergerakan yaitu; aliran tanak dan batu batuan, longsoran atau 
tanah longsor, runtuhan atau tanah runtuh, amblesan atau pergeseran 
tanah. Sedangkan penyebabnya atau terjadinya gerakan tanah tersebut 
antara lain ; 
1. Topografi wilayah (lereng/ kemiringan) 
2. Keadaan tanah, bebatuan, struktur pelapisan dan lainnya. 
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3. Kandungan air termasuk curah hujan 
4. Vegetasi, flora, dan penggunaan lahan. 
Kondisi tektonik Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan oleh 
struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara 
keseluruhan yang mengakibatkan aktifitas gempa bumi dan tsunami di 
Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain : 
a. Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di pinggir Selatan 
cekungan Sulawesi, ujung Barat dimulai dari Selat Makassar 
memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi, gempa yang 
terjadi dalam palung ini adalah umumnya berasal dari kedalaman 
dangkal dan menengah yang didominasi oleh sesar naik (Thrust 
Fault). 
b. Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi 
Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika 
gempa bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitude lebih 
besar dari 0,6 skala richter dan pusat gempanya dangkal (kurang 
dari 33 km), serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola 
mekanisme dominan yaitu sesar naik atau turun akan 
menyebabkan tsunami. 
1. Gempa Bumi 
Sama halnya dengan kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, 
Kabupaten Barru termasuk salah satu wilayah daerah cukup 
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rawan gempa bumi tektonik. Bencana gempa bumi dalam lima 
tahun terakhir  tak pernah dirasakan akibatnya, sehingga tidak 
menimbulkan kerugian material atau korban jiwa. Hal ini 
disebabkan karena gempa bumi yang pernah terjadi di Sulawesi 
Selatan hanya terjadi di daerah Mamuju,  Bulukumba, Pinrang 
dan Majene dan semua pusat gempa yang terjadi letaknya jauh 
dari kabupaten Barru. 
2. Banjir 
Penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yang 
cukup tinggi, penggundulan hutan di hulu sungai, penyumbatan 
aliran atau saluran, tidak berfungsinya tanggul, selokan air yang 
tidak dapat menampung derasnya/ besarnya debit air pada 
musim hujan. Adapun lokasi di Kabupaten Barru yang rawan 
terhadap banjir adalah; Kecamatan Mallusetasi (Desa Cilellang), 
Kecamatan Soppeng Riaja (Desa Batupute, Lawallu, Kelurahan 
Mangkoso dan Desa Ajakkang), Kecamatan Balusu (Desa 
Lampoko, Balusu, Kelurahan Takkalasi dan Desa Binuang), 
Kecamatan Barru (Kelurahan Mangempang, Sumpang 
Binangae, Tuwung dan Coppo), Kecamatan Tanete Riaja (Desa 
Lompo Tengah dan Kelurahan Lompo Riaja), Kecamatan 
Tanete Rilau (Kelurahan Tanete dan Desa Lalabata). 
3. Angin Kencang/Topan 
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Bencana alam angin kencang/topan sangat susah diprediksi 
dan hampir semua kecamatan dalam lima tahun terakhir pernah 
mengalaminya, namun kerusakan yang terjadi atau akibat yang 
ditimbulkan tidaklah terlalu besar dibandingkan dengan 
kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Adapun daerah yang 
rawan akan terjadinya bencana angin kencang adalah : 
Kecamatan Mallusetasi (Desa Bojo, Kupa, Kelurahan Mallawa 
dan Palanro), Kecamatan Balusu (Desa Kamiri), Kecamatan 
Barru (Desa Tompo, Galung, Palakka dan Anabanua), 
Kecamatan Tanete Rilau (Desa Lipukasi, Corawalie dan 
Pancana), Kecamatan Tanete Riaja (Desa Lompo Tengah, 
Kelurahan Lompo Riaja dan Mattirowalie), Kecamatan 
Pujananting (semua desa). 
4. Kebakaran Hutan 
Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yaitu antara 
bulan April sampai bulan Oktober. Hal ini biasanya terjadi 
kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembabatan 
hutan atau pembukaan lahan oleh masyarakat serta musim 
kemarau yang berkepanjangan. Adapun lokasi yang rawan 
terjadi kebakaran hutan: Kecamatan Mallusetasi (Desa Kupa, 
Nepo dan Manuba), Kecamatan Soppeng Riaja (Desa Siddo 
dan Paccekke), Kecamatan Balusu (Desa Kamiri, Binuang dan 
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Balusu), Kecamatan Barru (Desa Palakka, Anabanua, Galung 
dan Tompo), Kecamatan Tanete Rilau (Desa Lalabata), 
Kecamatan Tanete Riaja (Desa Lempang, Mattirowalie dan 
Harapan), Kecamatan Pujananting ( Desa Jangan-jangan, 
Bacu-bacu dan Pujananting). 
4.1.6. Visi dan Misi 
4.1.6.1. Visi 
 Kehadiran visi Kabupaten Barru ini, diharapkan mampu 
memberikan arah, menentukan keputusan, dan memotivasi seluruh 
aparat dan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan. Visi juga akan 
memperkokoh kesatuan tim kerja agar energi yang ada dalam 
masyarakat dapat disalurkan, moral menjadi tinggi, dan komitmen 
terbentuk.  Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut: 
“Terwujudnya Kabupaten Barru lebih maju, sejahtera, taat azas 
dan bermartabat yang bernafaskan Keagamaan” 
Dari Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Lebih Maju: yakni peningkatan berbagai indikator pembangunan 
akan lebih baik seperti: pertumbuhan ekonomi, IPM, pendapatan 
perkapita, angka harapan hidup, kehidupan keagamaan, dan 
berbagai indikator sosial, ekonomi dan politik lainnya.  
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2. Sejahtera:Memberikan rasa aman, menjamin keselamatan, 
ketenteraman, kesenangan hidup, dan memberikan kemakmuran 
pada seluruh masyarakat Barru. 
3. Taat azaz: Maksudnya seluruh kegiatan yang dilakukan mengacu 
pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat-istiadat setempat. 
Karena itu kegiatan dikembangkan sesuai dengan kaidah hukum 
dan penegakan hukum serta mengakar pada budaya/adat istiadat 
masyarakat Barru. Dengan demikian menjadi pelopor 
pengembangan kegiatan terpercaya dan diterima oleh masyarakat 
setempat.  
4. Bermartabat: Mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri, 
serta memiliki keunggulan. Kabupaten Barru akan bermartabat bila 
memiliki keunggulan daerah yang dapat membangun interkoneksitas 
(hubungan) dengan daerah dan wilayah lainnya. Menerapkan 
teknologi untuk mengelola sumberdayanya dan memperoleh nilai 
tambah sehingga mengurangi ketergantungannya kepada pihak lain, 
dan bahkan menghasilkan barang untuk kepentingan wilayah 
lainnya. 
5. Bernafaskan agama : Bermakna bahwa seluruh aktifitas 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 





Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan 
jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas manusia.  
2. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk 
kesejahteraan masyarakat. 
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif . 
4. Mengembangkan interkoneksitas wilayah. 
5. Mewujudkan tata kelola  yang baik dan bersih . 
4.1.7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru 
 DPRD Kabupaten Barru adalah lembaga legislatif yang memiliki 
wewenang untuk membuat peraturan daerah sebagaimana telah diatur 
dalam Undang-undang, dalam Periode 2009-sekarang pimpinan DPRD 
Kabupaten Barru yaitu H. Fakhruddin Sabir, SE. Wakil Ketua DPRD I 
yaitu Bapak A. Haeruddin, SH. Dan Wakil ketua DPRD II yaitu Bapak 
Nur Aman Syam. 
 Susunan anggota DPRD Kabupaten Barru periode 2009-2014 
antara lain: 
Tabel 4.3 
Daftar Anggota DPRD Kabupaten Barru Periode 2009-2014 
No. Nama Jabatan 
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1. H. Fakhruddin Sabir, SE Ketua 
2. Andi Haeruddin, SH Wakil Ketua 
3. Nur Aman Syam Wakil Ketua 
4. Hj. Dari Buana kamil Anggota 
5. Suaib Sukahar, SH Anggota 
6. Hj. Andi Maru, M.ba Anggota 
7. Drs. Arifai Muin Anggota 
8. Idhan Halid Anggota 
9. Hj. Andi Nurhudaja Aksa Anggota 
10. Hj. Marwah Anggota 
11. Hj. Asma Rosita Abdullah Anggota 
12. Drs. Abd. Salam Aksa Anggota 
13. Andi Dharwana Anggota 
14. Saparuddin Latif Anggota 
15. Ir.Sondeng Anggota 
16. Andi Djanuar Tobo Anggota 
17. Andi muh. Syahrir Tahir, SH, M.Si Anggota 
18. Bayasit B. Yusuf Anggota 
19. Hj.St. Nur Intan Anggota 
20. Dra.Hj. Maryam Anggota 
21. Muh. Amin Kadir, A.Md Anggota 
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22. Drs.Abd. Salam Harda Anggota 
23. Muhammad Bahrir, SS Anggota 
24. Drs. Abujahja Muhammad Anggota 
25. H.Burhanuddin Anggota 
 
 Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta 
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretaris DPRD 
menyelenggarakan tugas fungsi : 
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD 
4. Penyediaan da pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan 
oleh DPRD  
Susunan Organisasi Sekretaris DPRD terdiri dari :  
1. Sekretaris DPRD 
2. Bagian Umum Terdiri atas : 
i. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 
ii. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 
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iii. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
3. Bagian Keuangan terdiri atas : 
i. Sub Bagian Anggaran 
ii. Sub Bagian Akuntansi 
iii. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi 
4. Bagian Perundang-undangan terdiri atas : 
i. Sub Bagian Sosialisasi Produk Hukum 
ii. Sub Bagian Analisa Perundang-undangan 
iii. Sub Bagian Dokumentasi, Perpustakaan dan Arsip 
5. Bagian Persidangan terdiri atas : 
i. Sub Bagian Persidangan 
ii. Sub Bagian Risalah dan Notulen 
iii. Sub Bagian Humas dan Protokol 
4.2.   Keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam penetapan 
peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2014 di Kabupaten Barru 
 
 Sebagaimana halnya dengan kabupaten di Indonesia, keterkaitan 
ekesekutif dalam hal ini Kepala Daerah selaku kepala Eksekutif dengan 
DPRD selaku Legislatif dalam penetapan APBD menjadi sulit untuk 
dinilai karena, apabila hubungan kerja yang terbangun adalah hubungan 
harmonis, maka masyarakat menilai bahwa adanya persekongkolan 
antara Eksekutif dan Legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Namun, jika hubungam kerja yang terbangun diwarnai konflik atau 
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pertentangan, maka masyarakat menilai bahwa adanya perebutan 
kewenangan atau tarik ulur kepentingan di dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang menyebabkan masyarakat merasa dirugikan karena 
terabaikan. 
  Keterkaitan kerja antara Eksekutif dengan Legislatif dalam 
penetapan APBD di kabupaten Barru tahun 2014 cukup Baik. Tetapi, 
sebelum melakukan Penetapan APBD sudah ada yang namanya 
prolegda, di dalam prolegda itu ada usulan pemerintah daerah dalam 
hal ini eksekutif, ada juga inisiatif dari DPRD.  
4.2.1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
  Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka 
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan 
bernegara. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, 
pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam menyusun APBD, 
penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 
penerimaan dalam jumlah yang cukup. Dengan demikian, penganggaran 
untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum 
yang melandasinya.  mengenai program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di 
tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu:  
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1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), 
merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 
20tahun. 
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah(RPJMD), merupakan perencanaan pemerintah 
daerah untuk periode 5tahun. 
3. Rencana kerja pemerintah Daerah(RKPD), merupakan 
perencanaan tahunan daerah. 
Dengan berpedoman kepada RPJMD, Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 
yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing. Dengan menggunakan Renja-SKPD, RKPD memuat 
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan 
kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik 
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD 
sebagaimana dimaksud disusun untuk menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaaan, dan 
pengawasan.    
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 Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh bapak 
A.M. Bau Massepe (Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Barru), yang 
mengatakan bahwa: 
 ”pemerintah kabupaten barru menyusun yang namanya RKPD 
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Proses penyusunan dari 
RKPD ini yaitu, Musyawarah tingkat dusun, musyawarah tingkat 
desa, musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. 
Setelah ke tiga ini dilaksanakan, dilakukanlah sinkronisasi SKPD 
(Satua Kerja Perangkat Daerah) yang namanya forum SKPD, 
setiap SKPD digabung menjadi 3 gabungan yaitu SKPD 
ekonomis, SKPD Sosial dan budaya, SKPD fisik dan prasarana. 
supaya bisa memanfaatkan waktu. Setelah dilakukan 
sinkronisasi dilakukan lagi yang namanya Musrenbang 
Kabupaten. Setelah selesai. disusunlah RKPD, inilah yang 
menjadi cikal bakal dari APBD. Tetapi, tidak semua kegiatan 
RKPD harus dilakukan karena, kemampuan keuangan daerah 
tidak dapat membiayai semua RKPD”. (Wawancara tanggal 20 
maret, pukul 11.30 WITA)   
 
4.2.2. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara(PPAS). 
 
Proses perumusan kebijakan dan penganggaran 
merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas 
dan bukannya hanya sekedar harapan. Kepala daerah berdasarkan 
RKPD menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan 
berpedoman kepada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah 
menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagai 
landasan penyusunan rancangan APBD kepada DPRD. Rancangan 
KUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam 
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pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD selanjutnya disepakati 
menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Untuk tujuan ini harus 
ditetapkan dua aturan yang jelas, yaitu: 
1. Implikasi dari perubahan kebijakan (kebijakan yang 
diusulkan terhadap sumber daya harus dapat diidentifikasi, 
meskipun dalam estimasi yang kasar, sebelum kebijakan 
ditetapkan. Suatu entitas yang mengajukan kebijakan baru 
harus dapat menghitung pengaruhnya terhadap 
pengeluaran publik, baik pengaruhnya terhadap 
pengeluaran sendiri maupun terhadap departemen 
pemerintah yang lain. 
2. Semua proposal harus dibicarakan/dikonsultasikan dan 
dikoordinasikan dengan para pihak terkait: Ketua Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Bappeda, 
dan kepala SKPD. 
 Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan 
dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS) dan 
menjamin semua stakeholder terlibat dalam proses penganggaran 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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  Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi 
pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan 
pemerintah, demikian juga dengan adanya tekanan dari masyarakat, 
dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan 
secara luas kebijakan yang terbaik. Pemerintah harus berusaha untuk 
mengambil umpan balik atas kebijakan dan pelaksanaan anggarannya 
dari masyarakat, dengan melaui survey, evaluasi, dan seminar. Akan 
tetapi, proses penyusunan anggaran harus menghindari tekanan yang 
berlebihan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan para peloby agar 
penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu. Lebih lanjut 
Kepala Dinas keuangan Kabupaten Barru mengatakan bahwa: 
”Setelah RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) selesai, 
maka kita berbicara APBD. Disusunlah yang namanya 
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS). KUA dan PPAS inilah yang diserahkan 
ke DPRD untuk dibahas bersama unutk melakukan nota 
kesepahaman. Jadi, eksekutif dan legislatif  setelah 
mendapatkan kesepahaman jadilah Kebijakan Umum Anggaran. 
PPAS dialokasikan ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat 
Daerah) dengan masing-masing anggaran yang dibutuhkan. 
Setelah itu disusun kembali rancangan APBD, dipanggillah lagi 
seluruh SKPD untuk mengambil anggaran yang dibutuhkan. 
Inilah yang disusun untuk Rencana Kerja (Renja), setelah 
Rencana Kerja jadi, maka diserahkan ke TAPD, TAPD meginput 
dan diadakan yang namanya Tim Des untuk 
menfasilitasi/melihat sinkronnya dengan RKPD karena banyak 
yang tidak sinkron dengan RKPD. Karena RKPD ini lahir dari 
Rencana Kerja yang dibuat oleh SKPD itu sendiri”. (Wawancara 
tanggal 20 Maret 2014, pukul 11.30 WITA)   
 
1. Kebijakan Umum APBD (KUA) 
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 Proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut: 
a. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun 
rancangan kebijakan umum APBD (KUA). 
b. Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman 
penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri setiap tahun. 
c. Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun 
anggaran berikutnya, sebagai landasan 
penyusunan RAPBD, kepada DPRD selambat-
lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran 
berjalan. 
d. RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama 
DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD 
selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum 
APBD (KUA). 
2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
 Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan 
adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap 
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 
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Proses penyusunan dan pembahasan Prioritas dan 
Plafom Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas 
dan Plafon Anggaran (PPA) adalah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang 
telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD 
membahas rancangan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara(PPAS) yang disampaikan 
oleh Kepalah Dearah. 
b. Pembahasan  Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS). 
c. Pembahasan Pembahasan  Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) dilaksanakan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
i. Menentukan skala prioritas dalam urusan 
wajib dan urusan pilihan. 
ii. Menentukan urutan program dalam masing-
masing urusan. 
iii. Menyusun plafon anggaran sementara untuk 
masing-masing program. 
d. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Pembahasan  
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala 
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daerah dan DPRD dituangkan dalam nota 
kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh 
kepala daerah dan pimpinan DPRD.  
e. Kepala Daerah berdasarkan Nota kesepakatan 
menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja 
dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai 
pedoman kepala SKPD menyusun rencana kerja 
dan anggaran SKPD (RKA-SKPD). 
4.2.3.  Penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD 
(RKA-SKPD) 
 
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS) yang telah dibahas dan ditetapkan bersama 
kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang 
ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. 
Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai 
pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.  
RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala-kepala SKPD 
disampaikan kepada pejabat pengelola keuanga daerah. RKA-SKPD 
selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 
Pembahasan oleh tim tersebut dilakukan untuk proses verifikasi 
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termasuk pengkajian serta pengkoreksian terhadap perencanaan 
anggaran dari masing-masing SKPD.  
  Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh 
proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan 
latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan 
umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distirbusi sumber 
daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.  
 Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam 
format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), SKPD harus betul-betul 
dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta 
korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) 
dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat 
dari suatu kegiatan yang dianggarkan. 
 Pernyataan lebih lanjut dikatakan oleh Bapak Ardi Susanto, SH. 
(Kepala Bagian Hukum dan perundang-undangan pemerintah 
Kabupaetn Barru) Yakni: 
 ”Ada proses perencanaan di SKPD, setelah SKPD 
merencanakan dalam RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran). 
Kemudian ada Tim yang dibentuk oleh daerah yang disebut Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), TAPD kemudian yang 
melakukan proses verifikasi termasuk pengkajian serta 
pengkoreksian terhadap perencanaan anggaran dari masing-
masing SKPD. Setelah TAPD mengatakan bahwa rancangan 
tersebut rampung maka TAPD melaporkan ke Bupati bahwa 
telah siap untuk dilakukan semacam persentase terhadap 
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Anggaran tersebut. Jadi, TAPD dalam satu ruangan Pemerintah 
Daerah dalam hal ini Bupati, sekretaris Daerah, SKPD, dan 
pejabat lainnya yang memiliki rancangan kegiatan memberikan 
pemaparan bahwa ini kegiatan untuk tahun depan. Setelah 
bupati menyetujui. Masuklah dalam dokumen Rencana Kegiatan 
dan Anggaran (RKA), RKA inilah yang dikirim ke Legislatif 
(DPRD), di DPRD dilakukan proses yang sama yaitu pengkajian, 
pengkoreksian, dan pembahasan dalam Rapat Paripurna tingkat 
I. Dalam Rapat Paripurna tingkat I ada pembahasan yang 
dilakukan secara komprehensif artinya masing-masing SKPD 
dipanggil untuk mempertanggung jawabkan rencana kerjanya”. 
(Wawancara tanggal 20 Maret 2014, pukul 10.00 WITA)  
 
 
4.2.4. Penyiapan Rancangan perda APBD 
   RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati 
bersama antara Kepala SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda 
APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah 
untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala derah. 
   Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah sebelum 
disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus 
disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat 
memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah 
serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang 
direncanakan. Penyebarluasan atau sosialisasi tentang Raperda APBD 




 Hal ini sesuai yang dikatakan Kepala Dinas Keuangan 
Kabupaten Barru sebagai pengelola keuangan. Beliau mengatakan: 
 ”Aturan peraturan daerah yang diterapkan di Kabupaten Barru, 
ada perundang-undangan yang mengatur, eksekutif dan 
legislatif adalah mitra sejajar. Di dalam pembahasan Rancangan 
peraturan daerah menjadi perda dilakukan secara berkala. 
Sebelum masuk ke paripurna tingkat II, DPRD menjadwalkan 
yang namanya sosialisasi ke masyarakat, tujuannya untuk 
mendapatkan masukan-masukan masyarakat dan masyarakat 
sudah mengetahui akan ada peraturan daerah. Setalah 
sosialisasi mereka (DPRD) melihat apa perlu eksekutif 
melakukan masukan. Apabila DPRD masih menganggap kurang 
bahan atau masukan. DPRD memanggil pihak eksekutif untuk 
mendiskusikan untuk mendapatkan kesepahaman yang sama”. 
 
 Tidak jauh berbeda yang dikatakan oleh kepala Dinas Keuangan, 
wakil ketua DPRD Bapak Nur Aman Syam. Mengatakan Bahwa: 
 ”sebelum melakukan proses penetapan Perda APBD. Kita 
(DPRD) sebagai wakil rakyat turun langsung ke masyarakat 
untuk mensosialisasikan rancangan peraturan daerah yang telah 
dibuat. Agar masyarakat memahami dan mengetahui peraturan 
daerah yang mau ditetapkan sebagai perda yang baru”. 
(wawancara tanggal 28 Maret 2014, pukul 14.00 WITA)  
 
4.2.5. Penetapan APBD 
 Raperda yang telah disusun dan disosialisasikan kepada 
masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada 
DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan oktober tahun 
anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk 
mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama 
ini harus terlaksana paling lambat 1(satu) bulan sebelum tahun 
anggaran dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, Kepala 
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Daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD 
yang harus disertai dengan Nota Keuangan. Raperda APBD tersebut 
antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati 
bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah setelah pengesahan dari Gubernur. Tetapi apabila dalam waktu 
30(tiga puluh) hari setelah penyampaian Raperda APBD tersebut 
dilakukan dan Gubernur  tidak mengesahkan Raperda tersebut maka 
Kepala Daerah berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi 
Peraturan Kepala Daerah. 
  Raperda APBD kabupaten Barru yang telah disetujui dan 
Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 
sebelum ditetapkan oleh bupati, harus disampaikan dulu terlebih dahulu 
kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3(Tiga) hari 
kerja. Evaluasi ini bertujuan untuk tercapainya keserasian antara 
kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara 
kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta unutk meneliti 
sejauh mana APBD kabupaten Barru tidak bertentangan denga 
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya.  
Hasil evaluasi ini sudah dituangkan dalam keputusan Gubernur dan 
disampaikan kepada Bupati paling lama 15(lima belas) hari kerja 
terhitung diterimanya Raperda APBD tersebut. 
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 Tahapan terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan 
rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang 
telah dievaluasi mejadi Peraturan Daerah tentang APBD. Paling lambat 
tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda 
APBD ini disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur paling lambat 
7(tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya. Dari hasil wawancara 
dengan Bapak Bayasit B.Yusuf  (Anggota Legislatif di Kabupaten Barru) 
mengungkapkan bahwa: 
 ”Setelah semua dibahas ditetapkanlah menjadi APBD. Tetapi 
RAPBD yang telah disetujui oleh kita sebagai DPRD. Di bawa 
dulu ke provinsi dilakukan evaluasi untuk sinkronisasi antara 
program nasional dan program provinsi setelah disetujui hasil 
evaluasi provinsi maka, ditetapkanlah APBD menjadi perda 
APBD Kabupaten Barru”. (Wawancara tanggal 18 maret 2014, 












 Untuk mengetahui proses penetapan dari Perda APBD dapat 
dilihat pada kerangka dibawah ini : 
Gambar  4.2 

















Sumber : Sekwan DPRD bagian Persidangan dan UU No.12 tahun 2011 
tentang pedoman penyusunan APBD 
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PERDA APBD POKOK 
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4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterkaitan eksekutif dan 
legislatif dalam penetapan perda APBD tahun 2014 di 
Kabupaten Barru  
 
Menurut teori yang dikemukakan oleh Talcont Parson ada 3 hal 
yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yaitu :  
1. Stakeholder merupakan satu komponen yang menjadi dasar 
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Stakeholder 
meliputi Masyarakat, LSM, SKPD, dan Pemerintah 
kabupaten. 
2. Lingkungan kebijakan. 
3. Kebijakan publik meliputi kebijakan keuangan, kebijakan 
ekonomi, kebijakan personil dan kebijakan energi. 
Dari penjelasan diatas dapat digambarkan secara sederhana 
faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan APBD 




   
 












  Stakeholder merupakan salah satu komponen yang sangat 
mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam hal ini perencanaan 
sampai kepada penetapan perda APBD Kabupaten Barru. Stakeholder 
yang tak lain adalah LSM, SKPD, DPRD dan pemerintah Kabupaten 
Barru merupakan satu kesatuan dari satu sistem yang saling 
menunjang dalam pelaksanaan penetapan APBD.  
Dengan merujuk kepada dasar pertimbangan yang dikembangkan 
oleh Talcont Parson, faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam 
penetapan APBD di Kabupaten Barru adalah Pemerintah Kabupaten 
Barru dalam hal ini adalah Bupati dan wakil Bupati terpilih sehingga 
dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dalam 
perencanaan sampai kepada  penetapan APBD di Kabupaten Barru 
adalah tidak terlepas dari peran Bupati dan perangkat pemerintah yang 
ada di Kabupaten Barru. Sehingga keberhasilan ataupun gagalnya 
perencanaan,perumusan dan implementasi dari kebijakan perda APBD 
Kabupaten Barru ditentukan oleh peran serta Visi,Misi, dan Kebijakan 
dari pemerintah Kabupaten Barru. 
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak A.M. Bau 
Massepe yang ditemui diruang kerjanya, beliau mengatakan: 
“proses penyusunan sebelum proses penetapan perda APBD, 
dibuat berdasarkan Visi dan Misi Bupati terpilih. Setelah penetapan 
perda APBD ditetapkan oleh DPRD, hasil penetapan ini diserahkan 
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ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi atau sinkronisasi antara 
program nasional dan program provinsi setelah disetujui oleh 
pemerintah provinsi maka ditetapkanlah APBD menjadi Perda 
APBD Kabupaten Barru.” (Wawancara tanggal 20 Maret 2014, 
Pukul 11.30 WITA) 
 
2. Lingkungan Kebijakan  
Lingkungan kebijakan merupakan salah satu dari faktor yang 
menjadi dasar pertimbangan, pengambilan kebijakan dalm hal ini 
penetapan perda APBD Kabupaten Barru. Perencanaan sampai 
kepada pengalokasian anggaran ditentukan oleh lingkungan 
kebijakan. Pembuat kebijakan tidak cukup waktu dalam memahami, 
mengetahui dan mempelajari bagia-bagian tertentu dari lingkungan 
atau konteks yang terjadi. Lingkungan membatasi ruang gerak 
sekaligus memberikan instruksi apa yang pembuat kebijakan dapat 
lakukan secara efektif. 
3. Kebijakan keuangan 
Selama ini kebijakan pengelolaan keuangan dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Kebijakan Pendapatan Daerah 
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah 
yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka 
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah 
berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah 
khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu 
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ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
dapat terwujud. Hal ini diarahkan agar penerimaan, 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber 
pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi dan 
keadaan jumlah penduduk, geografis dan luas wilayah 
dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, 
dan akuntabilitas. 
b. Kebijakan Belanja Daerah 
Kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka belanja 
daerah antara lain: .  
i. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas belanja 
melalui pertumbuhan disiplin anggaran dan 
pengeluaran dana sesuai kebutuhan riil.  
ii. Mengoptimalkan belanja dalam rangka menuju 
pertumbuhan pembangunan kepada masyarakat 
secara proporsional.  
iii. Melakukan pemantapan dan perbaikan sistim 
akuntansi belanja berdasarkan Standar Akuntasi 
Pemerintahan (SAP).  
iv. Meningkatkan peran dan fungsi pengelola 
keuangan SKPD (Bendarawan Pengeluaran, 
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Bendaharawan Penerimaan, PPK-SKPD dan 
PPTK).  
c. Kebijakan Penerimaan Daerah  
Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam 
hal penerimaan daerah, antara lain:  
i. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi 
pemungutan dengan membangun ketaatan wajib 
pajak dengan pertumbuhan pengendalian dan 
pengawasan yang dibarengi dengan pertumbuhan 
kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan 
pelayanan dengan biaya murah.  
ii. Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum 
dipisahkan sehingga menghasilkan pendapatan.  
iii. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi pada 
pemerintah Pusat dan Propinsi dalam rangka 
pertumbuhan bagi hasil dan dana perimbangan 
keuangan dari pemerintah tingkat atas.  
iv. Memantapkan perencanaan penerimaan Daerah 
sesuai dengan potensi sumber-sumber pendapatan 
daerah yang sah.  




vi. Memantapkan dan melakukan perbaikan sistem 
akuntansi pendapatan daerah  
vii. Mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber 
pendapatan yang ada sesuai ketentuan perundang-
undangan dan dilakukan secara terencana sesuai 
kondisi perekonomian dengan memperhatikan 
kendala, potensi yang ada baik yang bersumber 
dari pendapatan asli daerah maupun yang 
bersumber dari penerimaan lainnya. 
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi 
dalam lingkup Kabupaten Barru menjadi salah satu dari indikator yang 
menjadi faktor pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dalam 
melakukan proses perencanaan sampai kepada proses penetapan 












KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1.  Keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam proses penetapan 
perda APBD Tahun 2014 di kabupaten Barru, yaitu : 
a. Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
b. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta 
prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) 
c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD 
d. Penyusunan rancangan perda APBD 
e. Penetapan APBD 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hubungan kerja eksekutif dan 
legislatif dalam penetapan perda APBD Tahun 2014 di kabupaten 
Barru, yaitu : 
a. Stakeholder merupakan satu komponen yang menjadi 
dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. 
Stakeholder meliputi LSM, SKPD, DPRD dan 
pemerintah kabupaten. 
b. Lingkungan Kebijakan    
82 
 
c. Kebijakan keuangan meliputi kebijakan pendapatan 
daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan 
penerimaan daerah. 
5.2. Saran 
1. Dalam proses penetapan APBD di Kabupaten Barru, sebaiknya 
komunikasi yang lebih intensif antara Eksekutif dan Legislatif 
agar harmonisasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat 
lebih maksimal sehingga proses penetapan APBD juga lebih 
lancar. Dan  dapat menghasilkan program-program yang berguna 
untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun Kabupaten 
Barru lebih baik. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penetapan 
perda APBD hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan peraturan daerah harus jelas, sehingga tidak 
terdapat penyimpangan dalam prosesnya dan perlunya 
peningkatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
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